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ABSTRAK 
Indonesia sedang memasuki era bonus demografi yang diharapkan mampu menjadi peluang mendukung visi Indonesia 
Emas tahun 2045 dan pembangunan nasional. Namun, tingginya prevalensi pernikahan anak menjadi ancaman serius 
terhadap kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia dan keberhasilan memanfaatkan momentum tersebut. Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Al Islam 1 Surakarta dengan tujuan meningkatkan pemahaman 
siswa terhadap dampak pernikahan anak dalam segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga ancaman bonus demografi. 
Metode pelaksanaan meliputi koordinasi, penyusunan materi edukasi berupa video dan leaflet, sosialisasi, diskusi interaktif, 
serta evaluasi partisipasi siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran kritis siswa 
tentang bahaya pernikahan anak, baik di level individu, keluarga, maupun bangsa. Siswa juga dapat mengaitkan fenomena 
pernikahan anak dengan isu kemiskinan, ketenagakerjaan, dan bencana demografi. Program edukasi terbukti efektif  dalam 
membentuk kesadaran preventif  di kalangan siswa remaja dan direkomendasikan untuk direplikasi di sekolah lain untuk 
memperkuat pencegahan pernikahan anak. 
 
Kata kunci: bonus demografi, pernikahan anak, pengetahuan remaja.  
 
ABSTRACT 
Indonesia is entering a demographic bonus era that is expected to support the vision of  Indonesia Emas 2045 and national development. 
However, the high prevalence of  child marriage poses a serious threat to the quality and productivity of  human resources and the success of  
utilizing this momentum. This community service activity was carried out at Al Islam 1 High School in Surakarta with the aim of  increasing 
students' understanding of  the impact of  child marriage in terms of  health, social, economic, and demographic bonus threats. The 
implementation methods included coordination, preparation of  educational materials in the form of  videos and leaflets, socialization, interactive 
discussions, and evaluation of  student participation. The results of  the activity showed an increase in students' knowledge and critical awareness 
of  the dangers of  child marriage, both at the individual, family, and national levels. Students were also able to link the phenomenon of  child 
marriage to issues of  poverty, employment, and demographic disasters. The educational program proved effective in shaping preventive awareness 
among teenage students and is recommended to be replicated in other schools to strengthen the prevention of  child marriage.  
 
Keywords: demographic divident, child marriage, adolescent knowledge. 
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PENDAHULUAN 
Indonesia diproyeksikan akan memasuki fase bonus demografi pada tahun 2030-2045 

mendatang. Bonus demografi adalah fenomena dimana suatu wilayah pada kurun waktu tertentu 
didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara 15-64 tahun dibandingkan dengan penduduk 
usia non produktif yang meliputi anak-anak di bawah 15 tahun dan lansia umur 65 tahun ke atas, 
(Kemenhan RI, 2024). Setidaknya proporsi penduduk usia produktif untuk bisa mencapai periode 
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bonus demografi adalah 70% dari total penduduk suatu wilayah. Bonus demografi mulai terjadi di 
berbagai wilayah Indonesia sejak tahun 2012, namun akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-
2030, (BPS Indonesia, 2022). Bonus demografi menciptakan peluang signifikan bagi suatu negara 
untuk pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena negara pada periode tersebut memiliki 
proporsi jumlah penduduk usia produktif yang besar. 

Jika kelompok penduduk usia produktif ini mampu dimanfaatkan dengan baik, maka bukan 
tidak mungkin kelompok ini menjadi roda penggerak perekonomian negara. Menurut Najib Siregar et 
al. (2023) potensi bonus demografi mampu menciptakan peluang emas untuk pembangunan ekonomi 
karena wilayah sedang menyediakan populasi besar yang produktif. Menurut Menike (2016) penduduk 
usia produktif adalah persediaan tenaga kerja yang besar bagi suatu negara. Hal ini menimbulkan 
implikasi, jika mayoritas penduduk usia produktif bekerja dan mampu menghasilkan pendapatan yang 
layak, maka roda pembangunan ekonomi wilayah akan bergerak. Hal ini menimbulkan tantangan 
tersendiri, dimana negara tidak serta merta mendapatkan “bonus” dari penduduk usia produktif yang 
melimpah, namun harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 
(SDM).  Bahkan, SDM Indonesia harus mampu bertahan di tengah arus persaingan ekonomi global. 
Bonus demografi di Indonesia tidak bisa serta merta dipandang sebagai keuntungan yang otomatis 
akan datang tanpa usaha apapun. Bonus demografi harus dipandang sebagai peluang strategis yang 
hanya akan maksimal jika pemerintah mampu meningkatkan kualitas SDM. Jika upaya ini tidak 
dilakukan, maka potensi bonus demografi Indonesia justru akan berbalik menjadi beban demografi. 
Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya pengangguran, penurunan daya saing tenaga kerja, dan 
munculnya berbagai permasalahan sosial-ekonomi dan berujung pada melambatnya pembangunan 
nasional. 

Salah satu ancaman terhadap peluang tercapainya bonus demografi di Indonesia adalah 
fenomena perkawinan usia anak yang masih jamak ditemukan di berbagai wilayah. Perkawinan anak 
menurut BPS Indonesia & Kementerian PPN/Bappenas Indonesia (2020) adalah perkawinan yang 
dilakukan oleh perempuan atau laki-laki di bawah usia 18 tahun. Pengertian ini didasarkan pada 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 Angka 1 "Anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". 
Perlindungan anak merupakan salah satu landasan yang menegaskan bahwa perkawinan anak 
merupakan tantangan global yang harus diselesaikan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan ke-5 Sustainable 
Development Goals yaitu Kesetaraan Gender. Lebih lanjut, guna menjamin kesetaraan gender 
Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan prevalensi perkawinan anak di bawah usia 18 tahun 
hingga 8,06% dan di bawah 15 tahun sebesar 0,46% di tahun 2022, (Bappenas Indonesia, 2025).  

BPS Indonesia (2025) mencatatkan kasus pernikahan anak pada tahun 2024 sebesar 5,9%. 
Persentase kasus pernikahan anak cukup beragam di berbagai provinsi. Persentase pernikahan anak 
tertinggi tahun 2024 berada pada Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 14,96%, sedangkan 
prevalensi terendah berada di Provinsi DIY yakni sekitar 0,64%. Disparitas antar wilayah 
menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius bagi pemerintah Indonesia. Bahkan dari 38 
provinsi di Indonesia, 21 wilayah masih memiliki persentase pernikahan anak yang lebih tinggi 
daripada rata-rata nasional. Artinya sekitar 55,26% wilayah di Indonesia masih mengalami prevalensi 
pernikahan anak yang cukup serius, salah satunya termasuk Provinsi Jawa Tengah.  
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Gambar 1. Persentase Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2024 
Sumber: data BPS (205) 

 
Prevalensi kasus pernikahan anak di Jawa Tengah pada tahun 2024 mencapai 6,13%, (BPS 

Indonesia, 2025). Jumlah kasus pernikahan anak di Jawa Tengah tahun 2024 mencapai 7.903 kasus 
yang mayoritas terjadi pada perempuan yakni 6.082 anak, sedangkan 1.821 kasus dialami oleh anak 
laki-laki (Fauziyah & Dennis, 2025). Pada tahun 2023, kasus perkawinan anak di Jawa Tengah 
mencapai 37,69%, (BPS Jateng, 2024). Mayoritas pernikahan anak ini terjadi pada rentang usia 17-18 
tahun yang mencapai 21,82% dan 15,87% sisanya terjadi sebelum anak berusia 17 tahun. Kabupaten 
Wonosobo memiliki persentase kasus pernikahan anak tertinggi di Jawa Tengah tahun 2023 yang 
mencapai 57,71%. Sebaliknya, Kota Surakarta merupakan wilayah yang dengan persentase pernikahan 
anak terendah di Jawa Tengah pada tahun 2023 yakni sebesar 16,52%. Namun, 4,02% pernikahan 
anak di Surakarta masih dilakukan sebelum mereka berusia 17 tahun. Hal ini menandakan bahwa 
masih ada masalah serius yang perlu ditangani, meskipun di wilayah perkotaan dimana angka 
pernikahan anak cenderung rendah dibandingkan wilayah pedesaan. 

Negara Indonesia sebenarnya telah berupaya untuk mengurangi kasus pernikahan anak 
dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada mulanya, Pemerintah Indonesia membatasi 
umur kawin pertama menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai 
berikut “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Batasan usia kawin pertama ini ternyata 
masih terlalu rendah, apalagi untuk penduduk perempuan. Hal ini berdampak negatif terutama bagi 
penduduk perempuan seperti terjadinya komplikasi kehamilan, masalah kesehatan psikis, isolasi sosial, 
tekanan rumah tangga, kemunduran pendidikan, (Seta, 2023). Perlu juga dipahami bahwa perempuan 
mendapatkan risiko   kemiskinan antar generasi dan ketidaksetaraan gender akibat dari pernikahan 
anak, (Guimarães et al., 2020). Oleh karena itu, Pemerintah melalui UU No. 16 Tahun 2019 mengatur 
tentang pembatasan usia kawin pertama baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yaitu 
minimal 19 tahun. Artinya, pernikahan anak di Indonesia saat ini menggunakan batas usia di bawah 
19 tahun.  

Meskipun sudah ada pembatasan umur kawin pertama melalui peraturan perundang-
undangan, nyatanya remaja kelompok usia sekolah menengah merupakan fase krusial dalam 
penentuan masa depan Indonesia. Kelompok ini rentan terhadap tekanan sosial, budaya, maupun 
ekonomi yang salah satunya dapat mendorong terjadinya pernikahan anak. Oleh karena itu, diperlukan 
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upaya preventif melalui edukasi literasi bahaya dan dampak pernikahan anak pada kelompok remaja 
ini sejak dini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Al Islam 1 Kota 
Surakarta sebagai bagian dari komitmen pemberian pemahaman komprehensif tentang dampak 
negatif pernikahan anak dan kaitannya dengan ancaman terhadap bonus demografi Indonesia. Tujuan 
dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi (1) pemberian edukasi kepada siswa SMA 
tentang dampak pernikahan anak terhadap kualitas hidup individu dan pembangunan, (2) 
menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penundaan umur kawin pertama, dan (3) mengaitkan isu 
pernikahan anak dengan ancaman bencana demografi.  
 
METODE PENGABDIAN 
Sasaran 
Peserta kegiatan adalah siswa-siswi kelas XII SMA Al Islam 1 Surakarta dengan jumlah sekitar 70 
orang.  
Bentuk dan Tahapan Kegiatan 
1. Tahap Persiapan 
a. Koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu dan peserta, penyusunan materi 
edukasi dalam bentuk presentasi, leaflet, buku saku, dan juga video edukasi.  
b. Pembuatan video edukasi tentang dampak pernikahan anak terhadap bonus demografi, aspek 
kesehatan, dan aspek sosial ekonomi.  

 

Gambar 2. Video Edukasi Dampak Pernikahan Anak dan Tantangan Bonus Demografi 
Sumber: dokumentasi peneliti 
c. Pembuatan leaflet dan buku saku tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang batasan umur kawin pertama bagi penduduk Indonesia serta dampak pernikahan anak.  
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Gambar 3. Leaflet Informasi Dampak Perkawinan Anak terhadap Peluang Bonus 
Demografi 

Sumber: dokumentasi peneliti 
2. Pelaksanaan 
a. Pembagian leaflet kepada seluruh peserta sosialisasi.  
b. Sesi Edukasi yang diisi dengan penayangan video edukasi dan penyampaian materi tentang 
pembatasan umur kawin pertama penduduk Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta 
dampak pernikahan anak terhadap kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, serta ancaman terhadap 
peluang bonus demografi di Indonesia.  
c. Diskusi Interaktif yang diisi dengan berbagai pengalaman dan studi kasus di lingkungan sekitar 
tentang pernikahan anak di Kota Surakarta.  
d. Sesi Evaluasi yang dilaksanakan dengan observasi partisipasi siswa, rekap simpulan diskusi, 
dan refleksi lisan dari peserta kegiatan.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Pengabdian 
Kondisi Awal 

Pernikahan anak di Indonesia merupakan fenomena yang banyak terjadi di lingkungan sekitar, 
begitu juga pada lingkungan perkotaan seperti Surakarta. Meskipun begitu, pemahaman remaja 
terhadap fenomena dan dampak pernikahan anak tidak terlalu mendalam. Kondisi ini juga terjadi pada 
siswa-siswi SMA Al Islam 1 Surakarta kelas XII yang sebagian besar belum memahami hubungan 
antara pernikahan anak dengan isu-isu pembangunan nasional, misalnya ancaman terhadap bonus 
demografi dan visi Indonesia Emas 2045. Kondisi ini serupa dengan hasil penelitian dari Pusporini et 
al. (2024) yang menyatakan bahwa remaja di pedesaan tidak memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang pernikahan anak, namun mereka tetap menunjukkan persepsi negatif dari peristiwa tersebut. 
Kurangnya pemahaman remaja ternyata berkontribusi sikap mereka tentang pernikahan anak, dimana 
semakin tinggi pengetahuan tentang dampak pernikahan anak akan semakin meningkatkan persepsi 
negatif terhadap fenomena tersebut. 
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Gambar 4. Registrasi peserta sosialisasi dampak pernikahan anak 
Sumber: dokumentasi peneliti. 

 
Persepsi yang berkembang di kalangan remaja umumnya mengaitkan fenomena pernikahan 

anak dengan faktor budaya, agama, ataupun ekonomi orang tua. Remaja kurang memahami dampak 
jangka panjang pernikahan anak terhadap nasib pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia. 
Remaja menganggap pernikahan anak hanya akan berdampak pada masalah kesehatan reproduksi 
remaja, kesehatan ibu, dan masalah sosial, (Elnakib et al., 2022). Remaja juga cenderung menganggap 
bahwa pernikahan anak hanya dapat terjadi karena kondisi kehamilan di luar pernikahan. Padahal 
studi-studi sebelumnya menegaskan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap 
kasus pernikahan anak di Indonesia dan negara sedang berkembang lain.  
 
Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan sosialisasi dampak pernikahan anak di SMA Al Islam 1 Surakarta berjalan dalam 
suasana yang interaktif. Siswa terlihat antusias menyimak pemutaran video edukasi mengenai regulasi 
usia perkawinan dan dampak pernikahan anak. Pada video tersebut siswa dapat menyimak mengenai 
pembatasan umur kawin pertama baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan di Indonesia sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga dampak negatif 
dari pernikahan anak.  
 

 

Gambar 5. Pemberian Materi Edukasi Dampak Pernikahan Anak 
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Sumber: Dokumentasi peneliti 
 

Saat sesi edukasi dan pemaparan materi, siswa terlihat antusias menyimak. Pada sesi 
pemaparan materi ini, siswa kelas XII mendapatkan penjelasan mengenai maksud pembatasan umur 
kawin pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Aturan ini dibuat agar mampu melindungi 
hak-hak hidup anak dan menjamin terselenggaranya wajib belajar selama 12 tahun di Indonesia.  

 

Gambar 6. Sesi Diskusi dan Studi Kasus 
Sumber: dokumentasi peneliti 

 
Kegiatan pada sesi diskusi berjalan dengan suasana yang interaktif. Siswa SMA Al Islam 1 

Surakarta antusias bertanya dan berdiskusi seputar kasus pernikahan anak, risiko kesehatan 
reproduksi, hingga upaya pemerintah untuk menurunkan angka pernikahan anak. Siswa-siswi juga 
melakukan diskusi interaktif mengenai kasus pernikahan anak yang terjadi di lingkungan sekitar 
mereka. Siswa juga tertarik melakukan upaya selaku rekan sebaya untuk mampu mencegah fenomena 
pernikahan anak di sekitar mereka.  
 
Pembahasan 

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi partisipatif mampu meningkatkan literasi siswa 
SMA Al Islam 1 Surakarta mengenai isu strategis pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia. 
Edukasi ini tidak hanya mampu menguatkan pemahaman kognitif, namun juga membentuk kesadaran 
kritis siswa tentang konsekuensi sosial, ekonomi, dan kesehatan dari pernikahan anak. Kesadaran kritis 
ini diperlukan karena remaja/siswa masih banyak yang menganggap bahwa pernikahan anak tidak 
dapat dihindarkan akibat tekanan norma sosial, kemiskinan, dan faktor-faktor lainnya, (Akter et al., 
2022). Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya edukasi yang tepat, maka kekangan norma sosial tersebut 
yang justru menyebabkan angka pernikahan anak tidak menurun di Indonesia.  

Siswa juga dibekali dengan pemahaman mengenai bahaya pernikahan anak terhadap kesehatan 
ibu dan bayi. Remaja yang hamil dan melahirkan di usia dini dianggap belum siap secara biologis, 
sehingga kehamilan justru akan berisiko besar bagi kesehatan reproduksi ibu dan juga kesehatan 
janin/bayi. Menurut Hossain et al. (2025) pernikahan dini paling merugikan secara biologis bagi ibu 
muda karena mampu meningkatkan morbiditas ibu dan bayi. Kondisi ini melanggengkan siklus 
kesehatan yang buruk antar generasi. Mortalitas dan morbiditas ibu dan bayi di Indonesia juga 
dipengaruhi oleh angka pernikahan anak. Menurut Dwi Wulandari & Dwi Laksono (2023) pernikahan 
anak berdampak pada kondisi sosial-ekonomi yang mampu melanggengkan kemiskinan. Keterbatasan 
ekonomi ini sering menyebabkan terjadinya masalah kesehatan reproduksi, terutama pada perempuan 
pedesaan berpendidikan rendah di Indonesia yang melakukan pernikahan anak. 
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Siswa melalui kegiatan ini juga mendapatkan pemahaman mengenai dampak pernikahan anak terhadap 
gagalnya Indonesia meraih peluang bonus demografi. Jika sebelumnya siswa hanya berfikir bahwa 
pernikahan anak hanya berdampak bagi individu dan keluarga, pada kesempatan ini pemahaman siswa 
meningkat hingga lingkup yang lebih luas. Angka pernikahan anak yang tinggi mampu mengancam 
kualitas penduduk usia produktif di suatu wilayah. Dalam era bonus demografi, ledakan jumlah 
penduduk usia produktif harus diimbangi dengan kualitas yang mumpuni, terutama dalam pasar kerja. 
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk usia produktif harus tinggi agar peluang 
memanfaatkan bonus demografi dapat tercapai. Namun, fenomena pernikahan anak ternyata sering 
menyebabkan pembatasan pekerjaan bagi pasangan tersebut karena ketidakdewasaan emosional dan 
kurangnya pendidikan, (Ahsandy Ramadhan Suardi & Fida, 2023).  

Kondisi ini menurunkan peluang pelaku pernikahan anak untuk mendapatkan jenis pekerjaan 
yang stabil dengan upah layak, sehingga pertumbuhan ekonomi keluarga cenderung 
melambat/menurun. Pernikahan anak juga turut membatasi kesempatan kerja remaja perempuan, 
sehingga menimbulka kenaikan angka/beban ketergantungan ekonomi, (Al Manar et al., 2025). 
Perempuan pelaku pernikahan anak cenderung tidak mampu mengejar karir dan akhirnya keluar dari 
kategori angkatan kerja. Jika pernikahan anak tidak dikendalikan di Indonesia, maka penduduk usia 
produktif yang harusnya aktif menjadi angkatan kerja justru berubah menjadi beban perekonomian. 
Banyak pengangguran dan minimnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan akan mengancam 
peluang bonus demografi Indonesia.  
Pendekatan naratif melalui media digital, diskusi, dan studi kasus terbukti mampu meningkatkan 
pemahaman siswa dibandingkan hanya menggunakan metode ceramah satu arah. Pendekatan ini 
memungkinkan siswa dapat terlibat aktif dalam diskusi dan mampu mengaitkan studi kasus dengan 
pengalaman personalnya di lingkungan sekitar. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa sekolah khususnya 
berbasis agama dapat menjadi agen penting dalam menanamkan nilai-nilai positif penundaan umur 
kawin pertama, hingga pencegahan pernikahan anak tanpa bertentangan dengan ajaran agama masing-
masing. Bahkan ajaran agama juga dapat diperkuat sebagai sarana untuk menekankan nilai-nilai Islam 
yang mendukung pencegahan pernikahan anak, terutama karena kondisi kehamilan di luar pernikahan. 
Menguatkan institusi sekolah berbasis agama sebagai agen edukasi pencegahan pernikahan anak dapat 
membantu Indonesia untuk mencapai indikator-indikator SDG's yang meliputi indikator Kesetaraan 
gender (5), mengurangi ketimpangan (10), serta perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat (16).  

Peraturan perundang-undangan yang menaikkan batas minimal umur kawin pertama ternyata 
mampu mendukung kesetaraan gender, terutama bagi perempuan. Kesetaraan gender penting untuk 
diwujudkan karena selama ini remaja perempuan sering kekurangan otonomi dalam mengambil 
keputusan besar terkait hidupnya, termasuk mengenai pernikahan anak, (Wahyuningsih et al., 2025). 
Remaja perempuan cenderung mengikuti keputusan keluarga yang dikuatkan dengan tekanan 
ekonomi dan norma sosial. Kebijakan edukasi pencegahan pernikahan anak ini mampu mengurangi 
diskriminasi gender bagi perempuan dalam kekangan pernikahan anak serta membantu pemberdayaan 
perempuan melalui pendidikan. 

Selain itu, target SDG's nomor 10 dengan mengurangi ketimpangan juga dapat dikaitkan 
dengan pencegahan pernikahan anak, dimana pernikahan anak cenderung menimbulkan ketimpangan 
sosial-ekonomi bagi keluarga. Secara umum pernikahan anak memiliki dampak negatif terhadap 
kondisi sosial perempuan dengan membatasi mobilitas perempuan, harga diri, kekuatan pengambilan 
keputusan, putus sekolah, dan ketidakstabilan pernikahan, (Das, 2024). Pernikahan anak yang sebagian 
besar diikuti dengan peristiwa putus sekolah bagi remaja perempuan dan laki-laki mengarah pada 
angka capaian pendidikan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan akses terhadap pekerjaan formal 
yang lebih rendah dibandingkan penduduk yang berpendidikan tinggi, (Chandel et al., 2024). 
Rendahnya pendidikan dan jenis pekerjaan yang tidak mampu memberikan pendapatan layak bagi 
suatu pasangan mampu melanggengkan siklus kemiskinan.  

Edukasi mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan anak harus diupayakan semaksimal 
mungkin, salah satunya melalui lembaga pendidikan formal. Sekolah Menengah Atas (SMA) dianggap 
menjadi salah satu lembaga yang potensial sebagai sasaran dan mitra edukasi pencegahan pernikahan 
anak, karena menjadi wadah pendidikan anak-anak remaja di Indonesia. Langkah preventif melalui 
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media edukasi yang tepat mampu meningkatkan pemahaman remaja terhadap fenomena pernikahan 
anak dan bahayanya terhadap berbagai aspek kehidupan dan pembangunan bangsa. Program edukasi 
pernikahan anak harus dilaksanakan secara berkesinambungan di lembaga pendidikan melalui 
kerjasama antar pihak yaitu guru, orang tua siswa, tokoh agama, akademisi, dan pemerintah. Sekolah 
akhirnya bukan hanya berperan memberikan pengetahuan akademik, namun mampu menumbuhkan 
kesadaran kolektif tentang perencanaan masa depan melalui usia ideal pernikahan.   
 
KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi dampak pernikahan anak di SMA Al 
Islam 1 Surakarta berhasil meningkatkan kesadaran siswa mengenai dampak negatif praktik 
pernikahan anak. Siswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif melalui pendekatan interaktif 
mengenai dampak pernikahan anak bagi individu, keluarga, hingga ancaman peluang bonus demografi 
yang coba diraih oleh bangsa Indonesia. Edukasi seperti ini memiliki peran yang strategis dalam upaya 
pencegahan pernikahan anak dan perlu direplikasi oleh lembaga pendidikan lain dengan pendekatan 
yang berkelanjutan. Sinergi berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat gerakan kesadaran 
pencegahan pernikahan anak dan perencanaan masa depan bagi remaja untuk mewujudkan bonus 
demografi di Indonesia.  
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